
BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NoMoR tao /Ago/tott

TENTANG

PERUBAHAN I,AMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR :220/254/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU

PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan
pengawasan terhadap organisasi kemasyaralatan,
serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (21

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Keputusan
Bupati Kudus Nomor : 22Ol254l2o2l tentang
Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan di Kabupaten Kudus;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus,
terdapat perubahan Kelembagaan Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus menjadi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus,
sehingga Keputusan Bupati Kudus Nomor: 22O I
2541202I tentang Pembentukan Tim Terpadu
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten
Kudus tidak sesuai lagi dan perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud hunrf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OL3 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O13 Nomor 116, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 543O), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2Ol7 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol3
tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-
Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 239, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6139);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 tentang Cipta
Keda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O
Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol3
tentang Organisasi Kemasyarakatan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 261, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

5. Peratural Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang
Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga
Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O16 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5959);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017
tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 1O51);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017
tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi
Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun
2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Derah Kabupaten Kudus (kmbaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 193), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan
l.e mbaran Daerah Nomor 252);
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9. P€raturan Bupati l(udus Nomor l7 Tahun 2022 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, f"!". -a." 
Fungsiserta Tata Kerja Badan Kesatuan naigsa dan PoliUk

I"I"pT:i -fudus (Lembaran Daerah Xaiupate., f uausTahun 2O22 Nomor 7);

Keputusan Bupati Kudus Nomor 22O|2S4/2O21 tentangpembentukan Tim Terpadu- e."g..""J" " OrganisasiKemasyarakatan di Kabupaten Kudusi

MEMUTUSI(AN :

[":g^"_b"t] Lampiran Keputusan Bupati2_2O/254/2021 tenrang pembentukL
rengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Kudus sebagaimana tercantum dalam La.mpi
ln1.

3-

Kudus Nomor
Tim Terpadu
di Kabupaten
ran Keputusan

Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

Pada saat Keputu san Bupati ini berlaku , t ampiranKeputusan Bupati Kuclus Nomor_22oi;;;i;62 I tentangPembentukan Tim Terpadu n""g"*""Jr., " OrganisasiKemasyarakatan di Kabupaten flraus -- ai.auut dandinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Kudus;
Padatanggal: ad Crk{ro6et 2O2z

BUPATj KUDUS,

HARTOPO

1

I

2

3

4

G ubernur Jawa Tengah;
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan potitik provinsi Jawa Tengah;

[::t3 rffit-i:],'u"*,[nit K''r; ii;il;;s"" pen,e.i.itar,' Kabupaten
Tim Terpadu pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kudus.
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

IilTI)mor | 22o /43o /b2Z--
SUSUNAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYIiRAKATAN

KABUPATEN KUDUS

(1)

JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI

(2)

Kepala
Anggaran

Subbagian Progrerm
dan Keuangan pada

Badan Kesatuan clan Politik
Kepala Subbagian Umum dan
Kepegawaian pada Badan Kesatuzrn
Bangsa da:-r Politik

.JABATAN DALAM
TIM TIETERANG,!.N

(4)

1

No

2 a Badalr Kesatuan Balgsa dan
Politik
Kepa.l

Penanggung JawabBupati

,)

4

.,

6

7

dan Organisasi Kemasyarakatan
pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

a Bi.dang Kewaspadaarr
Nasiona.l dan Penalgalan Konflik
pada Bad:rn Kesatuan Bangsa dan
Politik

Kebangsaan dan Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

Kemasyarakatan pada Badan

Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik

Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama
pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

Kepal

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan

Kepala Sub Bidang Organisasi

Kesatuaa Ban sa dan Politik
Kepala Sub Bidang Politik Dalam

lijrl
K a uS bb dI anpa.l Ke Sa adaanc p
D nI I dan K arnAS a nI te n apad

adB an Ke SA tuan Ban darl o II tiP k
Kepala
Konflik

Subbidang Penanganan
pada Badan Kesatuan

Ban dan Politik
Ketahanan

Sekretaris Badaa
dan Politik

Kesatuan Bangsa

Kepala Subbidang

8

g

10.

11.

t2. -llepala Subbidang Ideologi dan
Wawasan Kebangsaan padi Badan
Kesatuan Bangsa dan politik

13.

Anggota

Anggota

L4
Anggota
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Perwira
Komando
Kudus

Seksi Intelijen
Distrik Militer

pada
0722

16 Kepaia Satuetn Inteiijen Keamanan
olisian Resor Kudusada Ke

Anggota

Anggota

t7. Kepala Sel<si Intelijen pada
KudusKe aksaan Nr:

tera Muda Hukum padaPani
Pen adilan Ne eri Kudus
Kepala Seksi Pembinaan,
Pengawasan dan penyrrluhan

a Satu.rn Polisi Pamon aPra

18.

t9

Sub Koordinator Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Sub Koordin.ator Pembinaan dan
Advokasi pada Bagian pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat
Daerah
Sub Koordinator Pembinaan
BUMD dan BLUD pada Bagian
Perekonomial Sekretaria.t Daerah

Anggota

23.
Kepala Seksi Kesiapsiagaan pada
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

24.
Umum dan

Inspektorat
Kepala Subbagian
Kepegawaial pada
Daerah

25.
Umum dan

Sekretariat
Kepala Subbagian
Kepegawaiaa pada
Dewan Perwakilan at Daerah

26. Informasi dan publikasi pada
Rumah Sakit Umum Daerah
dr. l,oekmono Hadi

a Subbagian pelayanan,Kepa)

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

27.
Kepala Subbaglan Umum dan
Kepegawaian pada Kecamatan se
Kabu ten Kudus

Anggota

28.
Kepa1a Subbagian
pada
Kabu

Kantor Kementerian Agama
Tata Usaha

aten Kudus
Anggota

dan
pada
Kabu

sl penang€utErn Masalah
Pengendalian pertanahan

Kantor Pertanahan
29

Kepala Sek

ten K:udus

30. Sta-t Bad
Politik

an Kesatuan Bangsa dan
Staf Administrasi

Anggota

tun uk
1 (orang) yang di

(3) (4)

'l'idak Tetap

f idak Tetap

Tidak Tetap

Tida k Tetap

Tidak Tetap

Tidak Tetap

Tidak Tetap

Tidak Tetap

PATI KUDUS,

ARTOPO
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(1) (2\

15.

Anggota

20

21.
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